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BUPATI MALAI{A, 
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (7) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah d.iubah beberapa kali terakhir dengan. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan _Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomar 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas 
Bank Nusa Tenggara Timur. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang 
Pembentukan Kabupaten Malak.a di Propinsi Nusa 
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana 
telah diubah beberapa ka1i, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undeng-Undangblornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia N omor 56 79); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

Menimbang 

• 

• DENGAN RAHMAT TU.HAN YANG MAHA ESA 

PENYERTAAN MODAL DAEl~H 
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK NUSA TENGGARA TIMUR 

TENT ANG 

PERATURAN DAERAl:.l l{ABUP.ATEN MALAI(A 
NOMOR 17 'f.AHUN 2016 

LEMBARAN DAERAI--I l{ABUPA'l'EN MALAI(A 
PROV1NSI NUSA TEN(}G,ARA TIMUR, 



Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
1. Modal Daerah adalah K.ekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang 

maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, 
mesin-rnesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya. 

2. Penyertaan modal daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada 
suatu usaha bersama dengan Badan U saha Milik Daerah (Perusahaan 
Daerah dan Perseroan Terbatas) dan/atau pemanfaatan modal usaha 
daerah oleh Badan Usaha Milik Daerah dengan suatu imbalan tertentu. 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

4. Daerah adalah Kabupaten Malaka. 
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malaka. 
6. Bupati adalah Bupati Malaka. 
7. Dewan Perwakilan R at Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan R at Daerah Kabupaten Malak.a. 
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku 
pengguna anggararr/pengguna barang yang juga melak:sanakan 
pengelolaan keuangan daerah. 

9. Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat 
PT. Bank NTI adalah BUMD milik Pemerintah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur. 

BAB I 
ENTUANUMUM 

Menetapkan - : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL 
DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK NUSA 
TENGGARA TIMUR 

MEMUTUSKAN: 

UPATEN MALAKA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
dan 

BUPATI MALAKA 

Dengan Persetujuan Bersa ma 
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5. Peraturan Meriteri Dalarn Negeri Nornor 13 Tahun 2 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuar gan · Daer 11 
sebagaimana telah diubah beberapa kali. terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam [egeri N mor _ l 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraruran 
Menteri Dala.111 Negeri Nomor 13 Tahun 2006 teritarig 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

• 



Pusal L1 
I:, ~1 jg~11·3ggr1ra·t1 penyertaan modal laerah scbagairuuna dimaksud dalam P sul , 
dilakukari ~; cara sccara b "1~l::1l1,111 c1t:11g'·t11 1·i11 .ian sebagai bcrikut: 
a. Tahun AI g11:lrar1 201(1 scbcsar Rp. 1().()()0.()00.000.- (8<:.f uluh Miliyard 

Rt piah}; • 
1.-1. Taht111 A11ggr11·0.11 20 J '7 :--iL·l)t.:~~,it· l \l,-). ·1 ().t)Ot).l)Ol).l)l)l , (S 'pt1lt1l1 Miliyard 

R'l1 pi;.111); 

BABV 
J->ENC,·AN( 1(~A1JAN11AN }) ~ NC1t}·lJNAAN 

PE:NYl1:I~'l'AAN M()T)AL DAE · l l 

Pasal 5 
Penyertaan modal. daerah kepada PT. Ba11l< N'FT s b gaimana dirnuksud dal 111 

Pasal 4, berjumlahlcp, 50.000.000.000,- (limapuluhmili ard rupiah]. 

BAB IV 
JUMLAHPENYERT .. N MODAL DAE H 

Pasal 4 
( 1) Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang dan 

dianggarkan dalam APBD. 
(2) Penyertaan modal daerah pada APBD sebagairnana dimaksud pada t (1) 

dianggarkan dalarn pengeluaran pembiayaan. 

Pasal '"' 
daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi 
oriented) dan pelayanan kepada rnasyarakat ( social 

modal 
tprofi: 

Penvertaan -· 
perusahaan 
orieniedi. 

BAB II[ 
PRINSIP DAN BENTUI{ 

PENYERTAAN MODAL D.AERAH 

' 

P isnl r) 

t.l) iacrah . a 'l P'l'. Bunk N'l'T diruaksudk 11 untuk 
111 ·"11d )t· 11~ d·111 111 "J11·1jl1l·11t1 U.MI) uutuk _pc11.i11~l(1.1ti111 kualitas pela · nan 
, 1·t~1 p "11i11~k·1tn11 .P ~11t'_r·it11·1·).11 I. ·1 irah. 

(~) Tuju, n p 11>· -rtann 111t1d l ducrnh adalah untuk meningkatk 111 
}: r 'l\111 uhan 1-011. 11."'\l r: 1,, 111 ·11i11g'l atk 11 p clayariau k p da 
1 rasvarnk t d 1.1 me t1i115l · tk. 11 pend pat 11 sli daerah. 

tl,'\ t ~ 11 
lvl!\1.SLJIJ r .AN '.l'lJ1.lU.AN 

• 
• 



Pasal 9 
( 1 Bupati dapat memerintahkan auditor internal dan/ a tau auditor eksternal 

untuk rnelakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan melalui penyertaan 
modal daerah pada PT. Bank NTT. 

(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampa.ikan 
kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD .. 

BAB VIII ., 
PEMERIKS · N 

• 

Pasal 8 
(1) Hasil usaha penyertaan modal daerah untuk masing-masing pihak 

merupakan prosentase laba usaha berdasarkan hasil audit. 
(2) Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak 

Pemerintah Daerah disetor ke Kas Daerah dalam bentuk deviden;· 

BAB VII 
HASIL USAHA 

Pasal 7 
Mekanisme pengajuan penyertaan modal daerah sebagai berikut: 
a. Harus mendapat persetujuan bersama Pemerintah Daerah dan DPRD; 
b. PT. Bank NIT mengajukan permohonan kepada Bupati; 
c. Bupati membentuk tim untuk mengkaji permohonan yang diajukanPT. 

Bank NIT; 
d. Hasil pengkaiian tim disampaikan kepada Bupati dalam bentuk 

rekomendasi persetujua 11 / penolakan; 
e. Bupati memerintahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk 

melakukan pembahasan terhadap rekomendasi persetujua n, sela njutnya 
dianggarkan dalarn penyusunan Rancangan APBD atau perubahan 
APBD;dan 

f. penyertaan modal daerah harus dibuat dalarn perja njian kerjasa ma antara 
Pemerintah Daerah dengan PT. Bank NTI setelah penetapan APBD atau 
perubahan APED. 

BAB VI 
MEKANISME PENGAJUAN PENYERTAAN MODAL DAE H 

c. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliyard 
Rupiah); 

d. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliyard 
Rupiah); dan 

e. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliyard 
Rupiah); 
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TAHU'N 2016 NOMOR 17 

H BUPATEN MALA PROVINS! 
LEi\1BA · N DAE . H BUPATEN MALA. 
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Keberhasilan pelaksanaan otonomi Daerah, diwujudkan den an 
adanya kemandirian Daerah dalam hal rnembiayai peny -lenggara n 
berbagai urusan pemerintahan yan menjadi kewenangan Daerah. 
Berbagai upaya untuk mewujudkan kernartdir'iart Daerah tersebut p r lu 
terus dilakukan, antara lain meiaui optimalisasi penggalian d n 
pemanfaatan berbagai potensi surnber daya yang dirniliki Da r· h , 
terutama yang dapat memberi kontribusi yang sangat penting b~ l i 
peningkatan pendapatan daerah untuk dapat memenuhi k butuh: 11 

rnembiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah d 11 s cara 
bertahap dapat mengurangi tingkat ketergantungan Da rah terha i p 
Pemerintah. 

Optimalisasi penggalian dan pernanfaatan sumber daya y<; n r dimilki 
Daerah tidak saja dapat memenuhi kebutuhan biay 1 l: 1! i 
penyelenggaraan pemerintahan, pernbangunan dan pel yunan kc "iti. l 
masyarakat tetapi juga tertrtama berperigaruh sa.110' it besnr l: \ ri 
peningkatan pertumbuhan ekonomi Daerah. 01 h 1 at· 11i.1 itu lll'. ·1. ·,l 

penggalian dan pemanfaatan potensi yang dirnill i dacrah. tida · s~\i·t 
harus dilakukan oleh Pernerintah Daerah teta i ju ;1 1'l -h s Iuruu 
komponen pelaku pembangunan ytt11g adu di Daeruh, baik itu c 1·.,1t __ 
pribadi, badan usaha. rnaupun kelompok 111,-1.sy·r1.1· 11,,1.t lainnya. 

Upaya pernerintah Daerah dalam 111 •11~){)··1.l·i s\.1111t 1· '\11111 -r 
pendapatan daerah tidak saja melalui J>t'.Ill\lt1gL1t·:1.11. l. t rbn ni i ajak i·1.11 

retribusi teta.pi juga dapat melalui pclal s.t11t1,,11 111 st··i~i. 
Berdasarkan Peruturun J);at·1·}.1\.1 'Nc1111c_)1· ~8 '['~1l1t1t1 '.....l)l)'" 

Pengelolaan Keuangan Dc1er(1}1, Perncrintah l acruh dibcri k w 
untuk rnelakukan invcatasi jangka pcndek ti 1t1 jt1t1g.l ~l pnnjan . 

Investasi perrnancn sebugni sulal; satu bcntuk l1~11·i i11 est l~ i j 1t1. · \ 
• j • 

panjang dapat berupa pcnyertaan modal t1{1e1·:1l1 l l,1·\ l~ll't\·11 .. 
Sumber dana bag: pcnyertaun modal dru-rnh kuj ,1 i·\ I l ~\l ·, l \\,,\, 

Anggaran J) .ndapatan d;111 Bclnuj« Dueruh d.ui \111tt1k i·ll ·\t 
ll 

• 

penetapan Peraturan Ducrrih tel1·1i,11t1 pcuyert t.\11 modul t l \ l. l 
Badan Usaha Milik T)t1e1·r1l1. 

I. UMUM 

• 

• 

PENYERTAAN MODAL DAERAH 
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK NUSA TENGGARA TIMUR 

TENT ANG 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPArfEN MALAKA 
NOMOR 17 2016 
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